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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP HUTANG SUAMI KETIKA 
SUAMI MENINGGAL DUNIA 

Oleh: 

NADIA TRI SARNIZA ( 502019325) 

Perjanjian hutang-piutang adalah perjanjian yang timbul tumbuh kembang dalam 
masyarakat. Ada berbagai macam perjanjian yang dilakukan di Indonesia. Hutang 
yang dilakukan oleh suami harus yang mana pemenuhan prestasi dari hutang 
tersebut menyangkut harta kekayaan bersama dalam perkawinan haruslah terlebih 
dahulu memperoleh persetujuan dari istri. Begitu juga sebaliknya jika hutang 
tersebut dilakukan oleh istri. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk 
mengetahui tanggung jawab istri terhadap hutang suami ketika suami meninggal 
dunia dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan istri terhadap 
hutang suami ketika suami yang berhutang meninggal dunia.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang 
dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, 
pendapat sarjana, dan bahan lain. Peraturan perundang-undangan yang tidak 
mencantumkan dengan jelas jenis-jenis hutang yang sering terjadi di Indonesia. 
Meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi 
mengenai kedudukan pemenuhan prestasi perjanjian hutang-piutang yang 
dilakukan oleh suami dengan persetujuan istri ketika suami meninggal dunia belum 
ada peraturan yang mengaturnya secara tegas. Terdapat beberapa aturan hukum 
positif yang sekiranya berhubungan dengan perjanjian hutang-piutang yang 
dilakukan suami dengan persetujuan istri antara lain ketentuan dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan hutang-piutang yang dilakukan oleh suami untuk 
kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan hukum keperdataan 
menjadi tanggung jawab istri juga. Akan tetapi, tidak ada bunyi Pasal yang 
menegaskan langsung bahwa hal tersebut juga menjadi tanggung jawab istri. 
Berdasarkan hukum Islam pemenuhan prestasi diambil dari kekayaan harta 
bersama, jika tidak mencukupi diambil dari harta kekayaan suami, jika tidak  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

      Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang 

dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi 

sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi 

sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.1 

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di 

berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara 

yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa 

masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik 

perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. 

Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi 

pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkotika juga 

memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini 

menjadi sering dilakukan 

 Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan 
narkotika temasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana 
narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, 
melainkan menggunakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan 

                                                 
1 Erdianto Efendi. 2016,  Hukum Pidana Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, hlm 3. 



2 
 

 
 

narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang 
dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin  menikmati   
pengaruhnya,  dalam    jumlah   berlebih,   kurang   teratur    dan  berlangsung  
cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental dan kehidupan 
sosial.2 

 
Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius 

di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-

negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui 

bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik 

perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. 

Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi 

pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkotika juga 

memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini 

menjadi sering dilakukan. 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang ini telah dilakukan 
secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan 
operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir 
setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang 
haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama 
diantara generasi remaja yang sangat di harap  kan  menjadi  generasi  
penerus  bangsa  dalam  membangun   negara  di  masa  mendatang. 
Masyarakat  kini  sudah    sangat    resah    terutama    keluarga    para    
korban,    mereka    kini    sudah    ada   yang   bersedia menceritakan keadaan 
anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainya itu.3 

 
Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk 

menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, 

                                                 
2 Mardani,  2017,  Penyalahgunaan Narkoba, Rajawali Pers, Jkarta, hlm  20. 
 
3 A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2019, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 37.  
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mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap 

narkotika. Aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana 

mengenai penyalahgunaan narkotika adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas 

lembaga pemasyarakatan.4 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu 

lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan 

tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam 

menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan 

penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang 

akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di 

pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam 

kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada 

kerapuhan mental yang dihinggapi oleh aparat penegak hukum yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Tanggungjawab 

Penyidik terhadap barang bukti Narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya 

                                                 
4 Ibid., hlm 47 



4 
 

 
 

dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGGUNGJAWAB 

PENYIDIK TERHADAP BARANG BUKTI NARKOBA. 

 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba? 

2. Apakah akibat hukum  apabila barang bukti berkurang jumlahnya? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Tanggungjawab Penyidik 

terhadap barang bukti Narkoba.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Tanggungjawab Penyidik terhadap barang bukti Narkoba  

2. Akibat hukum apabila barang bukti berkurang jumlahnya. 

 

D. Defenisi Konseptual 

1. Tanggungjawab adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam 
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kamus hukum, tanggung jawab Adalah suatu keseharusan bagi seseorang 

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.5  

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP) 

3. Barang bukti adalah Barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti 

kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan 

satu persatu peraturan perundangundangan maupun pelaksanaannya, tidak 

ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai 

barang bukti.6 

4. Anggota POLRI adalah anggota kepolisisan nasional di Indonesia yang 

bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. 

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa yang melanggar aturan tersebut.7 

6. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. 

Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan 

singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. obat terlarang. Selain 

                                                 
5 Andi Hamzah,2015,  Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24 
 
6 Andi Hamzah,  2018, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm 119 
 
7 Moeljatno, 2017, Asas-asas Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif
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"narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan 

dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.8 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif yang bersiffat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku 

lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain,  Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

                                                 
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba, diakses tanggal 15 November 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba
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Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Polrestabes 

Palembang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri 

sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan 

skripsi ini.  

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman 
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hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan 

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptuall, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tujuan Hukum Acara 

Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, 

Pengertian Barang Bukti, Pengertian dan Macam-Macam Narkoba. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggungjawab 

Penyidik terhadap barang bukti Narkoba dan akibat hukum  apabila barang bukti 

berkurang jumlahnya. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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